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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Prasiden Nomor 28 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerjia Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah
melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Alor,
Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemernintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untux menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau
pertanggungjawaban atas hasil {oufcome) terhadap penggunaan anggaran
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (resulf
oriented government} serta memberikan saran perbaikan yang diperiukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Alor memperoleh
nilai 50,06 atau predikat "CC". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas
dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan
capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja
dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorieniasi pada hasil di Pemerintah
Kabupaten Alor belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih
lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai Bobot 2019 Hlllm 2020

' a. Perencanaan Kinerja 30 | 1566 | 16,92

b. Pengukuran Kinerja 25 8,53 10,56

c. Pelaporan Kinerja 15 . 8,73 9.68

d. Ewvaluasi Intermal 10 | 3,50 4,27

e. Capaian Kinerja 20 . 7,80 8,63
Nilai Hasil Evaluasi 100 | 45,02 50,06 |
Tingkat Akuntabilitas Kinerja C cc |




1.

Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Terhadap rekomendasi perbaikan yang diberikan tahun sebelumnya, sebagian
belum dilakukan tindak lanjut, sehingga belum terlihat kemajuan yang signifikan
dari tahun sebelumnya dalam penerapan manajemen kinerja;

Secara umum penerapan SAKIP belum secara intensif dilakukan. Komponen-
komponen SAKIP sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas masih
menganduny banyak kelemahan yang antara lain meliputi:

d.

Pada perencanaan kinera daerah masih terdapat rumusan tujuan/sasaran
strategis yang bersifat kegiatanfoufpuf, belum merumuskan kinerja yang
berorientasi pada hasillovfcome. Kondisi tersebut dapat menggambarkan
bahwa vang dilakukan tidak selalu memberi manfaat yang diinginkan bagi
masyarakat;

Indikator kinerja yang telah ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria
spesifik, terukurfmeasurable, relevan, dan cukup untuk dijadikan sebagai alat
ukur dari kinerja daerah, yang mengakibatkan ukuran dari keberhasilan
pencapaian kinerja daerah tidak dapat diyakini keandalannya,

Penjabaran kinerja dari level jabatan yang paling tinggi hingga ke level jabatan
paling rendah belum menggambarkan penjabaran kinerja dari kepala daerah,
sehingga belum terlihat keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara
berenjang dalam mewujudkan kinerja daerah. Hal tersebul menandakan
bahwa kinerja pada level jabatan dibawah tidak sepenuhnya mendukung
pencapaian Kinerja level diatasnya,;

Penetapan program dan kegiatan hbelurn sepenuhnya berfokus pada
pencapaian sasaran strategis, sehingga masih terdapat program dan kegiatan
yang dilaksanakan tidak sepenuhnya relevan dengan tujuan/sasaran strategis
yang merupakan prioritas pembangunan daesrah. Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan inefisensi dan inefektivitas dalam penggunaan anggaran daerah;

Dokumen perencanaan belum seluruhnya terdapat rencana aksi yang
merupakan penjabaran secara rinci dari program dan kegiatan serta anggaran
vang akan digunakan. Hal tersebut mengakibatkan mekanisme pemantauan
terhadap target kinerja belum berjalan secara optimal, sehingga informasi yang
dihasilkkan belum dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengawal
pencapaian kinerja daerah;

Pengungkapan informasi pada laporan kinerja belum memadai, sebagian besar
belum menggambarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruni capaian
kinerja saat ini. Lapeoran kinerja hanya sebatas menyajikan informasi
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyajikan analisis
atas efeklivitas dan efisiensi sumber daya secara mendalam, Hal tersebut
mengakibatkan laporan kinerja belum mampu dijadikan rujukan/sumber dalam
mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya;



g. Sistem evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong
perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan bagi setiap PD,
dikarenakan evaluasi yvang dilakukan belum mendorong perbaikan kualitas
penerapan manajemen kinerja yang spesifik dan peningkatan kinerja PD secara
berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas dalam meningkatkan penarapan SAKIP, kami

mengharapkan Bupati Alor menindaklanjuti rekomendasi sebagai berikut:

=

Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja pada level Femerintah
Daerah maupun PD untuk memastikan rumusan tujuanfsasaran strategis telah
berorientasi hasilfoutcome, sehingga mampu memberikan arah prioritas daerah
dengan jelas dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakal;

Menyempurnakan ketepatan indikator-indikator kinerja yang telah disesuaikan
dengan hasil penyempurnaan peréncanaan kinera, dengan meamenuhi kriteria
yang spesifik, terukur, relevan, dan cukup dalam mengukur keberhasilan
pencapaian kinerja daerah, sehingga ukuran keberhasilan pencapaian kinerja
daerah dapat diyakini;

Menyempurnakan perencanaan kinerja pada level PD, dengan memastikan kinerja
P[ telah berorientasi hasilfoutcome dan menjabarkan kinerja PD secara betjenjang
dari level paling paling tinggi hingga ke level jabatan paling rendah, dilkuti dengan
perbaikan dokumen perencanaan kinerja PD, dari level PD hingga ke level individu,
agar dapat dipastikan bahwa kinerja program, kegiatan, dan anggaran digunakan
dalam rangka mendukung pencapaian kinera daerah,

Memperbaiki sistern monitaring dan evaluasi kinerja daerah, dengan menetapkan
rencana aksi berkala yang dijabarkan dar perencanaan kinerja PD dan dilakukan
manitoring dan evaluasi secara herkala/pericdik atas target kinerja yang telah
ditentukan. Monitoring dan evaluasi yang baik diharapkan dapat memberikan
informasi-informasi yang mampu mendorong efeklivitas dan efisiensi dalam
mengawal target pencapaian kinerja daerah;

Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan informasi dan analisis yang
lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian Kinerja,
sehingga laporan kinerja diharapkan mampu memberikan umpan balik untuk
pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya dalam rangka mendorang perbaikan
kinerja daerah;,

. Mendarong pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas implementasi

manajemen kinerja PD secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi yang
spesifik, serta memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi internal
ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja,
manajemen kinerja, dan peningkatan kinerja PD secara berkelanjutan.



Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai
penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Bupati Alor beserta seluruh

jajaran memberikan perhatian yang lebin besar pada upaya penerapan SAKIF di
Pemerintah Kabupaten Alor,

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Pit. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
; tabilitas a"—"anI‘EITLJI‘. dan F"E‘I‘IQEW&SEH.

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negen;

3. Gubernur Nusa Tenggara Timur,



